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BUPATI LAMPUNG UTARA 

PROVINSI I,AMPUNG 


PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA 

NOMOR 9 TABUN 2017 


TENTANG 


BESARAN,PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN. OPERASIONAL DAN 

INSENTIF BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DEBA, BAnAN 


PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA KElVlASYARAKATAN DESA 

SERTA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 


TAHUN ANGGARAN 2017 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

Menimbang a. 	bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Pasal81 ayat (5) dan 
Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah 
diubah dengan' Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015, menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap dan 
tunjangan Kepala Desa' dan Perangkat Desa diatur dengan 
Peraturan Bupati; 

b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Lampung Utara tentang Besaran Penghasilan Tetap, 

.' Tunjangan, Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, 
i Perangimt Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan 

\ Lembaga Kemasyarakatan De&~ Tahun Anggaran 2017. 

Mengingat 1.. 	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomar 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 
Undang-Undang (Lembaraxl Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahull 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 



3. 	 Undang-Undang . Nomor 23 'rabun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Tabun 2014 
Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5587),, sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 (Lembaran Negara 
Republik: Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2014. Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubab 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

5. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

6. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 

7. 	 Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomer 83 Tahun 2015 . tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
! 

(Berita Negam Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 5); 
\ 

8. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
, 	 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa 

(Berita Negara. Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 6); 

9. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomer 7 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Lembaran Daerab Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 
Nomor 7); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 
(Lembaran Daerab Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 
Nomor6); 

1L 	Pemturan Daeral). Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 
Tabun. 2016 tenti.mg Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 7); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 8). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	 fERATURAlf BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN 
TETAP, TUNJANGAN, OPERASIONAL DAN INSENTIF BAGI 
ImPALA DESA. PERANGKAT DESA, BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA 
ImMASYARAKATAN DESA SERTA ANGGARAN BIAYA 
PELAKSANAAN PEMILIHAN ImPALA DESA TABUN ANGGARAN 
2017. 

http:tenti.mg


DAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. 	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 
2. 	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah' sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. 	 Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 
4. 	 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah i ya.i1g berwenang untuk mengatur dan. mengurus kepentingan 
masyarakat se,tempat berdasarkan asal-usul dqn adat istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5. 	 Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk 
Desa yang bersangkutan.. 

6. 	 Perahgkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menye1enggarakan 
Kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala 
Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf. 

7. 	 Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa. 
8. 	 Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu 

Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya. 
9. 	 Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan 

bidangnya. 
10. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang membantu Kepala 

Desa. 
11. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan 

administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa. 
12. 	Staf adalah pembantu kepala urusan dan pembantu kepala seksi. 
13. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh 

Kepala Desa dan Perangkat Des~ yang ditetapkan setiap tahun dalam 
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Desa (APB Desa). 

14. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh 
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam 

. Anggaran P~ndapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 
15. Insentif adalah bantuan uang untuk operasional. 	 " 
16. Operasional adalah sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau 

pekerjaan penelitian. 
17. Keuangan Desa adalah semua hale dan leewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pe1aksanaan hak dan kewajiban Desa. 

18. Anggaran Pendapatan dan Be1anja Desa yang se1anjutnya disingkat APB 
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan. 

DAB II 
.MAI[SUD DAN TUJUAN 

Pasa12 

Maksud ditetapkan'nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai "pedoman(1) 
untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala 
Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, 
Insentif Rukun Tetangga dan Operasional Pemerintah Desa, Badan 



! 
\

Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 
PemberdaYRan Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Masyarakat dan 
Karang Taruna. 

(2) 	 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian 
hu'kum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala 
Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, 
Insentif Rukun Tetangga dan Operasional Pemerintah Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Masyarakat dan 
Karang Taruna agar dapat memperoleh penghasilan yang layak. 

BABm 

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 


Pasal3 

(1) 	 Penghasilan tetap diberikan kepada: 
a. Kepala Desa; dan 
b. Perangkat Desa. 

(2) 	 Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan, 
adalah sebagai berikut: 
a. KepalaDesa Rp 1.000.000,
b. Sekretaris Desa Rp 700.000,
c. Kepa15'. Seksi Rp 500.000,
d. Kepala Urusan 'Rp ,500.000,
e. Kepala Dusun Rp. 200.000,
f. Bendahara Desa Rp. 500.000,

(3) 	 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
Perangkat Desa yang berstatus bukan Pegaw~ Negeri Sipil (PNS). 

(4) 	 Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 
terhitung mulai tanggal 1 Januad 2017 ~ampai dengan tanggal 31 
Desember 2017. 

(5) 	 Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dad 
Alokasi Dana Desa atau pendapatan lainnya yang tercantum di dalam APB 
Desa. 

BARlY 

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT D:Ji:SA 


Pasa14 

(1) 	 Tunjangan diberlkan kepada: 
a. KepaIa Desa; dan 
b. Pei'angkat Desa. 

, 	 \ 
(2) 	 Besaran Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan 

setiap bulan dengan besaran sebagai berikut: , 
a. Kepala Desa Rp. 2.000.000,
b. Sekretaris Desa Rp. 1.100.000,
c. 

I
Kepala SekSl

• 
Rp. 850.000,

d. Kepala Urusan Rp. 850.000,
e. Kepala Dusun Rp. 300.000,
f. Bendahara 	 Rp. '800.000,



(3) 	 Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan terhitung mulai 
tanggal I Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. 

(4) 	 Perangkat Desa sebagaimana. dirnaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
Perangkat Desa yang berstatus baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun 
Non Pegawai Negeri Sipil ( NON PNS). 

(5) 	 Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dati Alokasi 
Dana Desa atau pendapatan laihnya yang tercantum dalam APB Desa. 

BABV 

TUNJANGAN BADAN PERlYIUSYAWARATAN DESA 


, 	 Pasa15 

(1) 	 Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan setiap 
bulan dengan besaran sebagai berikut: 
a. 	Ketua Rp. 500.000,
b. Wak:il ketua Rp. 300.000,
c. 	Sekretaris Rp. 250.000,
d. Anggota Rp.200.000, 

(2) 	 Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai 
tanggall Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. 

(3) 	 Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dati Alokasi 
Dana Desa atau pendapatan lainnya yang tercantum di dalam APB Desa. 

BABVI 

BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 


Pasa16 

Besaran biaya Pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang akan melaksanakan 
Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut: 
a. 	 kurang dati 1000 mata pilih, dengan biaya maksimal sebesar Rp. 

20.000.000> (dua puluh juta rupiah); 
b. 	 diatas 1000 ,sampai dengan 2000 mata pi,lih, dengan biaya maksimal 

sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluhjuta rupiah); 
c. 	 diatas 2.000' sampai dengan 3.000 mata pilih, dengan biaya maksimal, 

sebesar RpAO.OOO.OOO,- (empat puluh juta rupiah); dan 
d. 	 diatas 3.000 mata pilih, dengan biaya maksimfl1 sebesar Rp. 50.000.000,

(limA puluh juta rupiah). 

BABVlI 

OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, 


OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DAN RUKUN TETANGGA 


Pasa17 

(1) 	 Besaran Operasional diberikan sebagai berikut: 

a. Besaran Biaya Operasional Pemerintah D~sa sebesar Rp 15.000.000.
(lima be1as juta rupiah) untuk satu Tahun Anggaran. 

b. Besaran Biaya Opeqtsional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp 
6.000.000,- (enam juta rupiah 1untuk satu Tahun Anggaran. 



, 

c. Besar Oprasional Rukun Tetangga setiap Rukun "Tetangga Rp. 

1.800.000.- (satu juta deiapan ratus ribu rupiah) per Rukun Tetangga 
untuk satu Tahun Anggaran. 

(2) 	 Operasional Rukun Tetangga tidak boleh memasukkan honor kepada 
Individu Rukun Tetangga dan, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 
2017 dan sampai dengan 31 Desember 2017. 

(3) 	 Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bersumber dari APB 
Desa. 

Pasa18 

(1) 	 Penghasilan tetap Kepala Desa, tun,jangan Kepala Desa, Perangkat Desa 
dan Badan Permusyawatan Desa, Operasional Pemerintah Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa dan Ruktm Tetangga masuk 
Penyelenggara Pemerintahan Desa. ' 

(2) 	 Anggaran bidang penyelenggara pemerintahan Desa 
dimaksud pada ayat (1) maksimal 30% dari APB Desa. 

BAB VIII t 
PEMBINAAN MASYARAKAT DESA 

, Pasa19 

di Bidang 

sebagaimana 

(1) 	 B(J!saran Biaya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 
5.000.000,- (limajuta rupiah) untuk satu Tahun Anggaran. 

, 
(2) 	 Besaran Biaya Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebesar 

, Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu Tahun Anggaran. 

(3) 	 Besaran Biaya Pembinaan Karang Taruna sebesar Rp 5.000.000,- (lima 
juta rupiah) untuk satu Tahun Anggaran. 

(4) 	 Besaran Biaya Pembinaan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 
19.200.000,- (sembUan belas juta dua ratus rupiah) untuk satu Tahun 
Anggaran. 

(5) 	 Besaran Biaya Pembinaan Guru Paud sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta 
rupiah) per Paud per Desa per Tahun untuk satu Tahun Anggaran. 

(6) 	 Besaran biaya pembinaan Rukun tetangga sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga 
juta rupiah) per Rukun Tetangga untuk satu Tahun Anggaran. 

(7) 	 Besaran biaya pembinaan kader Posyandu Rp. 9.600.000,- (sembilan juta 
enam ratus ribu rupiah) untuk satu Tahun Anggaran. 

Besaran biaya pembinaan Iman:l Rumah Ibadal. (Imam Masjid, Pendeta,(8) 
Pemanglq.1, Biksu) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu 
rupiah) per imam per Desa per Tahun untuk satu Tahun Aflggaran. 

Besaran biaya peIhbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)(9) 
dan ayat (3) diperuntukari biaya operasional. 

Besaran'biaya pembinaa~ sebagaimana dimaksud pada ayat (4)" ayat (5),(10) 
ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) berupa insentif yang diberikan setiap bulan 
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 

2017. 



·
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(11) 	 Besaran biaya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) masuk di bidang pembinaan 
masyarakat Desa. 

(12) 	 Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bersumber dari APB ,
Desa. 

BABVIX 

KETENTUANPENUTUP 


Pasa110 ~ 

, 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar 	setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 'pengundangan Peraturan 
I 

Bupati ini dengan penempatan~ya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Utara. 

Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal 1-0 - 1. ~ 2017 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 
Eo 

AGUNGfMU MANGKUNEGARA 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal ")..0 - 2 ~ 2017 

SEKRETARlS DAERAB 

G UTARA, 


BERlTA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR .. ?.. 

KABUPATEN L 

SAMSIR 

.' 

i 


